Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.PkI
ZA L 7
Sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 08 Maret 1995,
agama Islam, pekerjaan  XXXX  XXXXXX,
pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA
PEKALONGAN., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 05 Juli 1996,
agama Islam, pekerjaan XxXxXX XXXXXX XXXXXXX,
pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA
PEKALONGAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada
tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2023/PA.PkI,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam
yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24
Desember 2021 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0758/055/XI1/2021 yang dibuat dan ditandatangani
oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, XXXX XXXXXXXXXX
tanggal 24 Desember 2021,

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus

perawan dan jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan
tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat
di Jalan Darma Bakti Gang 7 Nomor 81 RT 003 RW 011 Kelurahan
Medono XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, selama
kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian antara Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat
yang beralamat di Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXKXK XXXX XXXXXXXXXX, Selama kurang
lebih 2 (dua) bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang
beralamat di Perumahan Binagriya Indah Jalan Rindang Nomor
422 Tegalrejo RT 004 RW 009 Kelurahan Pringrejo XXxXxXXXXxx
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu)

bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah
melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan
sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad
Fathan Indaka Bin Moh. Reno Wijaya, NIK 3375010504230002,
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lahir di xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 05 April 2023, umur 3 bulan,
pendidikan belum bersekolah, Dan sekarang anak tersebut berada

dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar akhir bulan
Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

mulai goyah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat;
7. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, disebabkan antara
lain:

1) Bahwa Tergugat memilki sifat tempramental kepada

Penggugat, dan Tergugat juga kerap beberapa kali melakukan
kekerasan kepada Penggugat seperti mencekik, memutar
tanggan Penggugat secara keras, dan membenturkan kepala
Penggugat ke dinding;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tangal 24 Agustus
2022 dimana pada saat itu Penggugat yang merasa sudah tidak
kuat dengan perlakuan Tergugat memilih untuk kembali ke rumah
orang tua yang beralamat di Jalan Darma Bakti Gang 7 Nomor 81
RT 003 RW 011 Kelurahan Medono XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
XXXX XXXXXXXXXX. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta
kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan upaya

damai, baik melalui bantuan orang tua maupun saudara;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu,
Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan
keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi
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dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan
cg. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:
Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsidair:
Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain,
mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai relaas Panggilan Juru Sita Pengadilan Agama Pekalongan Nomor
283/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 11 Juli 2023 dan relaas Nomor
283/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 18 Juli 2023 dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.
3375014803950004, tanggal 10 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,
XXXX  XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0758/055/XI11/2021,
tanggal 24 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

ayah kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri,

yang menikah pada bulan Desember 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah saksi dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang

sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
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harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak bulan Maret 2022;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat
mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan melakukan
kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2022 sampai sekarang sudahberjalan 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan
Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap
Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai
sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang
menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak

terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1)

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan
Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat
berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal
73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, kemudian sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena keduanya telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Agustus 2022 Penggugat
telah pergi meninggalkan Tergugat , oleh karena itu Penggugat memiliki
legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur
Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan
nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan
Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat, dan dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak mewajibkan
Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena
Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh
karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal
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4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016

tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan®;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan
rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Januari 2022 antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan masalah Tergugat bersifat temperamental ,mencekik ,memutar
tangan Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding dan
pada bulan Agustus 2022 Penggugat pulang ke orang tuanya sehingga
keduanya berpisah tempat tinggal selama selama 11 (sebelas ) bulan, dan
selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi .
Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan

menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-
dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam
persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :
4 L PRIV 3 ?‘b Jlt:a.ll.p.»-\.rk'l I:»E":l:»- e IS.T.:- ,‘__;'I; Cadvs

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya“ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;
Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan
dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat
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merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran.
Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Sekitar bulan Agustus 2018, sebagaimana pula yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus
mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri
tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat
membuktikanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta
2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau
apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh
karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal 165
HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tertulis tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Pekalongan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,
bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang
diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan
pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdata, alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang
seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para
saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa
yang diterangkannya, akan tetapi pengetahuan tersebut berdasarkan
penuturan ,laporan /curhatan dari Penggugat mengenai perselisihan dan
pertengkaran serta penyebabnya sedangkan saksi hanya mengetahui
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas )
bulan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadirkannya saksi-saksi yaitu
ayah kandung dan tetangga dekat Penggugat tersebut, yang nama dan
keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di muka; Majelis
Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud
Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa memang sangat sulit untuk membuktikan suatu
perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan
mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat
sekalipun, mengingat perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga adalah
suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan suatu
aib;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau antara
Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi
sudah berlangsung 11 (sebelas) bulan lamanya, hal ini cukup menjadi
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petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan
bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi
Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2021 di
hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat,

XXXX XXXXXXXXXX,

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak , yang sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari
2022 tidak rukun lagi, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang  disebabkan  karena masalah  ekonomi
kurang ,Tergugat memiliki sifat temperamental ada indikasi Tergugat

menyakiti badan jasmani Penggugat ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada
bulan Agustus 2022, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang
tua Penggugat di Pekalongan , sehingga keduanya berpisah tempat
tinggal selama 11 (sebelas ) bulan dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Pertimbangan Petitum Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan
diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga dekat Penggugat yang
menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat ,Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat
dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga

sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al
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Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun
1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis
Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah
pecah (broken marriage) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana
tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan
gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tentang keadaan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini, Majelis Hakim
berpendapat bahwa mengakhiri perkawinan dengan perceraian adalah lebih
maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mejatuhkan
talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Alwin, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Alwin, S.Ag., M.H. Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.
ttd

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Saefudin
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses . Rp 75.000,00
- Panggilan - Rp300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000,00
Jumlah : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekalongan

Drs. Saefudin
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